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Akarpemasrla]llrtr selgkel| pilkada Lnmpung Ut@ dahh dilaksanakmya pcnghitungan ulong
sumr su{a yang sudah discgcl dan di sinpan &latn kotak $rara. Olch K?UD dibnka kembali
dcDgd dasarPasal 103 alat (l) huflfe. KPUDmelaksdratarPmghitungn ulang pada tatggal
l0 dsn 11 ScptemtJer 2008. Oleh klrcna it! Eksistesihukln pasal te-eht diPenanyakan,
dcmikianjuga bckerjaDya hui.lrn oleh Lcmbasa Peradila! terhadap Pasal 103 ayat (1) hmf €
lersclut. P.ncllirn ini temasuk paclitiaD hukun Nomt3tif, Teori Hulom M urni Hans Kelscn
sebagai lonscp Fndekalan dan menjawab mas.l yang dilcliti detgan meDgurai dan
tncndiaganosis Pasal 103 ayal (l) hunfe denganpasal-p.sal l inya yans berhubLmgan dmgan
penghilrugan ulang su.dt suaB tidak rah menjadi sah. Hasilperclitiu dd pcmbahasm, dapat
dhimgulkan bahwa K?UD lclah nelakukan penafsiBn y.ng luas tcrhadap Plsul 103 ayat (l)
hunf e- Pasrl teffebur tidlk dapal dilsksanakan di luar *att! daD lcmpat pcristiwa korket
yang lerjadi. Aspek dsn bekcrjanya hlkM posiiif, olch lcmbtga hnktrn lidak lcrlePas alari as?ek
polilik, sosial, ckonomi s.hingsa bekdjaya hukrn mcnj adi luban dan tidak nampu nmjela*an
kcbenaFn yang s!'lunsnya dapat diungkap sedra hukum.
Kata K nci: pe,"t/trdr utrutt ktptla daerult. polttik, nondl
I. PENDA}I U LUAN
Pemilihan Kepala DaeIBh dirJl Wakii Kcpala Dac.ah dalam konsep olonomi
da€rah teiah mcletakkan prinsip-prinsip demokrasi dan pariisipasi. Demikian pula
dibcntuknya Komisi Pcnrjlihan lJmum I)aetah (KPIJD) sebagai pcnyelenggara
pilkada diharapkan irdependcn, juiur, d.rn adil, dapat terccnnin di dalam
melaksanakan pemilu kcpala dacrah dan wakil kepala daerah sebagaimana
dimaksud olch Undang-undang Nomot 32 Ti lun 2004 tcntang Pemerintahan
Dacrdh.
Dalan pr€l<tek pcmililtan bupati dan wakil bupati, pemilihan gubemur dan
wakil gubemur di banyrk daerah di lndonesia, menyimpan banyak masalah, dan
terjadi di Kabupaten Lampung tjtara yang pada tanggal 3 Scptember 2008
melaksanakan pcmilihan umum, dijkxti oleh 6 pasangancalon, eskipun dalam
pcrjalanannya dimcnangkan oleh Pasangan Nomor 6 mclaluiproscs hukum yang
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panjang. Hingga sekarang ini nasihmenyimpenmasalah tqkait dengan status KPUD
yang baru tanggal 26 Agustus 2009 ini diajukan k€ persidangan oleh Jaksa Pemmtut
UmumdandidakwamelanggarPasal I 18, I l9UUNomor32Tahun2004Tentang
Pemerintahan Daerdh.
Pemilihan Bupati dar Wakil Bupati Kabupaten Lampung Utar4 semula
diikuti oleh 7 (hrjuh) pasangan calon. Mendekati pelaksanaan kampanye peserta
nomor ufut 7 calon Bupati Hj.Zubaidah Hambali sakit dan meninggal dwfa. Pada
had Jumal 22 Agustus 2008, menjelang digelamya pemilihan bupati (pilbup), calon
Bupati tampung Utara, Hj. Zubaidah Harnbali, 55, meninggal duria di RS Mitra
Keluarg4 Kelapa Gading, Jakarta- (Iturian Pos Kota) Meninggalnya Hj. Zubaidah
menyisakan persoalan serius bagi paftai Golkar ]€ng akan temncam hak politiknya
s€bagar patal pengusung. KPU ri,{"kmwgkin melak*arlpenggantian caloq k,Iqla
kotak suara sudah dicetak dengan foto Hj. Zubaidah Hambali. Untuk mengganti,
tidak ada waktu lagi mengingat pilbup akan digelar 3 September 2008.
Meninggalaya Calon Bupati Nomor Urut 7 menimbulkan masalah pada kertas
suara karena dalarn kertas suara yang sudah dicetak dengan peserta bedumlah 7
pasangan. Oleh karena itu Pleno KPUD yang dihadi.i oleh Panitia Pengawas
Pilkad4 Partai pengusung, dan muspida menyepakati tahaclap kertas suara diboi
tanda silang dan dinlatakan batal bilamana da yang mencoblos ganbar pasangan
nomor wut tujuh.
Pilkada yang dilaksanakan pada tanggal 3 Septernber 2008 pada dasarnya
telah berjalan lancar tertib dan amarL hal tersebut diketahui dari seluuh Tempat
Pemungulan Suara (TPS) yang dilaksanakan penghitungan suara oleh Panitia
Pemu[gutan Suara (PPS), disaksikan ol€h masyarakat dan saksi-saksi dari
pasangan calon yang hadir tidak ada yang keberatan terhadap enghitungan surat
suara. Surat Suara yang sah diltitung dan Suat suaxa yang tidak sah dinyatakan
batal.
Pelaksanaan pencoblosan dan penghitungan sumt suara di Tempat
Pemurigutan Suaia tanggal 3 September telah selesai semua. Oleh Kelonpok
Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) hasil pengbitungan surat suara sah dan
tidak sah dimasukkan dalam kotak yang berbeda dan disegel selanjuhya di
antarkan ke Panitia Pemilihan Kecamatan unnrk dilalekan Rekapitulasi.
Hasil Plsno Panitia Pemilihrd Kecanutan disemua kecamatan tela beEkhir
(selesai) pada tanggal 6 Septemberbila dijurnJahkan s€rNa hasil r€kapitiasi PPK
mak4 pasangan yang unggul adalah pasangan Calon Nomor Urut 2, s€bagaimaDa
pula hasil pemantauan dan penghitungan oleh Desk Pilkada Pemda yang hasil
perhihrngan sementara di semua kecamatan yarig unggul adalah pasangan calon
nomorurut 2. KPUD tanggal 6 September 200 8 itu pula melaksanakan rapat
pleno, menyepakati urltuk melalokanpenghihrngan ulang tefiadap hasil rckapitlasi
PPK mengenai surat suara tidak sah, dengan alasan bahwa terjadi
ketidakkonsistenan masyarakat di dalam pencoblosan surat suaia sah datr tidak
sah s€b'gim'na dima*sud dalamPasal 103 ayat (l) hunrfe LrU Nomor32 Tahun
20M berdasarkan surat peqaduan salah satu partai pengusung Calon nomor urut
6 .
130 pp,41'117'1 EUaUM yotune 4 Nonor 2 - Juli 2009
Berdasarkan keputusan rapat pleno KPIJD ta.nggal 6september tersebut,
tanggal I0 dan 1 1 September KPLrD menghitung ulmg surat suara tidak sah rmtUk
disabkan walaupuo mendapat penolakan dari Panitia Pemilihan KecamatarL paritla
Pengawas Pilkada dar Pasangal Calon umurDny4 tetapi KPUD Lampung Utara
tetap melaksanakan penghitungao ularg yang dilakukan terhadap 7 kecamata[
Bachtiar- Slamet Tolak Hitung Ulang - Pasangan kandidat bupati-wakil bupati
Lampung Utara nomor urut dua, Bachtiar Basrie-Slanet Haryadi, menolat
penghitungan ulang yang dilakukan KPU Lampung Utara. Pasalnya, pada
penghiflmgan ulang, mereka yang awalnya rmggul dinyaakan kalah dari pasangan
lain. Pasangan usungan Koalisi Lampung Utara Bersatu te$ebut mendatangi Kantor
Bupati, KPU, dan PoLEs Lampung Utara pada Kamis (l l/9) tmhrkmeminta KpU
mempertanggungiawabkan penghitungan ulang yang melanggar Undang-undarg
Nomor 32 Tahun 2004 dan keputusan KPU Larnpung Utara. Pasangan itujuga
meminta KPU I-ampung Utara untuk beryeran adil padapenghihugan suara Pilkada
Lampung Utara. Pasangan itu mendatangi tiga tempat tersebut disertai 4.000
pendukung. Ketua Koalisi l,ampung Utara Bersatu (KIIJB) Syamsu Erfan Zen
yang dihubungi Kompas mengatakan, rnasalah timbul setelah salai satu pasangan
calorL )aitu pasangan calon nomortuju\ Zubaidah Hambali-Subban Effendi uswrgan
Partai colkar, digugu*an karenaZubaidahmeninggal Juma! 12 September2008
(Haian Kompas).
KPUD Kabupaten Lampung Utam melaksanakan penghitungan ularg
dengan cam mengundang Pemiliban K€camatan (PPK) rmnrk membuka kotak suara
dan menghitung ulang surat suara tidak sah di tempat yang KPU telah sediaka[
Hasil Perhitungan ulang sumt suara tidak sah selanjutnya oleh KPUD
ditambahkan dengan basil surat suara yang sah. Pada tanggal 14 September KPLID
melaksamkan pleno rekapihrlasi dan penetapanpemenang Pilkada. KarenaKPtlD
melalui penghitungan ulang, telah menjurnlaikan sumt suara yang tadinya tidak sah
kemudian disahkan melalui penghihngan ulang telah ditaabalkan d€ngan suEl suara
yang sal! basil penetapan PPK sekabupaten Larnplmg Utar4 maka hasil perctapar_
dipastikan merugikan pasangan calon nomor 2, karena memang tujuan KPLID
bersama calon pasangan lain lmtuk beibuat sepefti tu.
Penghitungan ulang oleh KPfID dilaporkaa oleh pasangan Calon nomor 2
kepada Panitia Pengawas Pilkada dan Kepolisian Resort Lampung Utaxa, oleh
karenanya hingga kini kelima anggota K?UD bersatus ebagai Tersaagka, dan
teftadap p€netapan KPUD yang memenangkan pasangan Caton nomor 6, diajukar
gugatan keberatan kepengadilan oleh Pasangan Calon nomor ulut 2. Lanrprmg Utara(SIB) Mungkin sebagian orarg menganggap, KpU tak mampu diseret ke meja
hukum terkait kasus Pilkada. Sebuah aiggapan ya[g wajar, karcnabelum pemah
terjadj. Tapi Lali ini tdak kareM Kapolda I atnpung menerapkan seluruh anggota
KPUD Lampung Utara sebagai tersangka.
Kepolisian Daemh Lampurg rnenetapkan semua nggota Kpt D lamprmg
Utala sebagai telsangka. Penetapan ke 5 anggota KPUD teNebut karcna dianggap
telahmelakukan tindakpidana da.lam Pilkada Lanpung Utara 3 September lalu.
Ek\isteisi Penehitutlgat Uang Surat Suara ndak Sah ... (Stanet Haryadi) t3l
Merclctrnelalorkatpenghituryan$aratidaksab di maruhasilpenghiungm
itu memenangkan pasangan Zairal Abidin dan RohimatAslan sekaligus menganulir
pasangan Bahtiar daD Selanat Hariadi.
Ka{rolda Lampmg mengatakan penghihrngan ulang itu melanggar pasal
I I 8 tru no 32 tahun 2004 yskni penghitmgan ulang tanpa sepengetahuan panitia
pemilihankecarriata[
Di samping penetapan anggota KPUD Lampung Utara sebagi tersangka,
temyata Pilkada Lampung Utara masih dalam sengketa di mana saat ini dalam
pmses di PengadilanTinggi lamgmg
Pasangan Bachtiar, Slamet yang diusung koalisi partai kecil menggugat
KPUD Larnpung Utam karcna kem€rEngan mercka dianulir melalui penghitungn
ulang padahal sebelumnya mereka uggul tipis atas pasangan 7,inal. (Metnr T! 8
Oktober2008).
T. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode penelitian nomati4 yaitu penelitian
terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan pendekatan legal
positivisbkhukum rrumi Han Kelsen- ({ans Kelse4 2006:2-3). Sumber dafa cialam
bentuk Data Sekunde! yaitrr bahan yang beEsal dari buku-buku referensi, majalah
ikniah huktna jumal penelitia4 a6ip, dohrmertpribadi an dokumen resrni. Analisis
Data yang digunakan untrk mendeskripsikan tr tang aspek hukum dan bekedanya
hukum dalam peristiwapenghitunganulalg amlisis .ri/ogi:rze sehingga didapat
sebuah konklusi tentang hukum yang seharusnya bekerja menyelesaikan masalah
dalam perhitungan ulang pilkada Kabupaten lampung Utara.
III. HASIL DAN PEMBAIIASAN
3.1. Ilasil Penelitian
Pada Tanggal 9 Juli 2008 KPUD Kabupaten Lampung Utara menetapkan
pasa[gan calon Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara priode 2008-2013 melalui
rapat plenq calon Bupati Dan Wakil Bupati dit€tapkao nomor urut sebagai berikut:
NO NAMA PASANGAN CALON BTJPATI DAN WAKIL BTJPATI
l. SyahrulJainalBungaMasyang,SE-Dn.AzlErujangSalim
2, BachtiarBasrie, SH., MM Slamet Haryadi, SH.,M.Hum.
3. Dn. Suhardi Mardaniurnar,SH
4. Sumanto, S.Pd-Edrin IndraPutr4 S-Sos, MM.
5. Dr. Djauhari -Ahmad Mujib, S.Ag
6. D6.ZainalAbidin,MM-RohimatAslan
7. Hj.ZubaidahHarnbali-SubbanEfendi,SH
Pada tanggal 24 Juli 2008 KPUD Kabupaten Lampung Utara
mengeluarkan Keputusao Nomor 20ISK/KPU.KAB.LU/VM008 tentang
Pedoman Tala Caia Pelaksanaan Pemungutan dar! penghitmgan $.rara Perniliban
Umum Kepala Daerah Dao Wakil Kepala daErah di tempat pemungutan suara.
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Pada tanggat 2l Agustus 2008, salah seorang Calon Bupati No mor Unrt 7
Gujuh) Hj. Zubaidah Hambali, yang diusung Partai Golkar meringal dunia sehiqa
menyebabkan pasangan calon nomor ulut 7 Cfujuh) gugur. Oleh KPUD Kabupaten
Lampung Utara pada tanggal 26 Agustus 2008 dlaksanakan pleno, melalui berita
acara dalam sulat nomor 2l O/3391KPU.LU l\1IJ12008 tentang pemberian tada
silang pada gambar pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daera[ boisikan;
a) Pemb€dantardasilangpadasuratsuaratandagarnbarpasangancalonnomor
urut 7 Ctujuh)
b) Pemberian tanda silang sebagaimana hurufa diatas menggunakan spidol
wama hitarn, dar dilalorkan oleh KPPS dihadapan pemilih yang sekaligus
dilalrukan peDardatangan oleh KPPS, dan surat suara tersebut diberikan kepsda
pcmilih dalam keadaan terlipal
c) Apabilate{adi pemilih masih ada yang mencoblos tanda gamb€rfrasangan
calon nomor urut 7 Clujuh), makasuara teNebut dianggap batal.
d) Suarat suan yang batal sebagaimana hurufc dimasukan kedalam kotak
suara tidak sah.
Pada tanggal 3 September ielah dilaksanakanpemilibankepala daenh dan
wakil kepala daerah kabupaten lampung utara benamaan dengan pemilihan Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi Lampurg. Pencoblosan dan penghitngan
di tingkat TPS diseluruh Kabupaten bedalan lancar tidak ada masa.lah yang te{adi.
Hasil Pencoblosan dan Penghitungarmya oleh KPPS dirnasukkan ke kotak suara
dan diserahkan kepacla Panitia Pemilihan Kecamatan untuk dilakukan rekapitulasi.
Pada tanggal 4, 5, dan 6 september 2008 seluruh PPK s€-IGbupaten
tampung Utara melakssrrkan rckapitulasi penghitugal $.tara- Tanggal 6S€pbrnber
selunrh PPK selesai melaksanakan pleno rekapihrtasi penghitrngan $ara dan hasil
rekapitulasi dalam kotak suara diserahkan semua ke KPUD Lam$mg Utar4 kecuali
PPK Kecamatan Kotabumi yang menyerahkan tanggal 7 Septemb€r 2008, (copy
rekapitulasi hasil penghitungan suara 23 PPK dan copy tanda terima pgnyerahar
berkas rekapitulasi 23 PPK. Hasil pleno rekapinrlasi oleh masing-masing PPK
s€baeai bedkut:
No Nrmr P$elsrtr Crlm BnDrd/Wrkil BuDrli Jumhh Smrr
I S,€hn Jaml BM, SE - Drs. Adar Ujatrg Salim, MM tJ.?49
2 Bachtie Basrie, SH., MM - SlarEl Helrdi, SIl, M.Hum 99300
3 Drs. Sulurdi Madani Umr, SH J5.92'
4 Suna o. S.Pd. - E&in hdn Pu!?.. S.Sos. 5.249
5 Dr. Djanlari- Ahrmd Mojib, S.Ag 2t,519
o Dn. Zainal Alidin,MM D$. Rohimat Aslal 9E.793
Pada tanggal 6 september 2008 KPUD Kabupaten Lampung Utaxa
rnelakanakan rapat pleno yang mengbasilkan B€ritaAcaia Rapat Plerq sural Nomor
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i27O/346/I(PU .KAB.LU/1XJ2008 lentang penegasan Masalah Surat Suara yang
dinyatakan Sah atau Tidak Sah.
Pada tanggal 6 September 2008 KPIJD Kabupaten Lampung Utara
kembali mengadakan mpatpl€no denganhasil BeritaAc€B Rapatpleno 270l /
KPU.KAB.LUIDV2008 tentang penghitungan ulang terhadap sumt suar"a yang
dinyatakan tidak sah oleh KPPS.
Gerakan Koalisi Lampug Utam bersatu (GILAS) pengusung pasangan
calon nomor urut 6, melayangkan surat permohonan peryhitunFn ulang t€rhadap
suara tidak sah ke KPUD l-ampung Utar4 dengan alasan bahwa banyaknya surat
suara yang dicoblos ke nomor 6 (enam) tembus ke nomor 7 (tujuh) sedangkan
dilipat dan berada di balik nomor urut 6 (€nam), GILAS mengatakan seharusnya
sumt suara sah karena yang dicoblos pemilih adalah nomomrut 6 (enam).
Pada tanggal 8 dan 9 September KPUD Kabupaten Lampung Utara
mengmdangTim Kampanyemasing{asingCalonuntrkmenghadniPeng}itrngan
ulang Surat Suara Tidak Sah untuk disahkan.
Pada tanggal 10 dan 1l September 2008 KIUD Kabupat€n Lampung
Utara melaksanakan penghitungar ulang t€ftadap surat suara tidak sah dalam








yarEtenimpandalarn gedung KPUD KahpacnLampung Utam (Gedung KOPTI
Sribasuki. Kecamatan Korabumi).
Panitia Pengawas Pilkada Kabupakn Lampung Utara yang mendapat
undangan menghadti, tidak menghadiri acara dimaksud engan alasan menyalahi
undang-undang.
Penghitungan ulang s€mula hanya dihadir 5 PPK,3 PPK menolak
penghitmgan ulang dan 2 PPK meminta untuk menghadiri KPPS, para anggota
PPK oleh KILrD Kabupaten t ampung Utara diminta membuat berita acara yatrg
memberikan wewenang kepada KPIID Kabupaten Lampung Utara untuk
menghitmg ulang kotak suara tidak sat! 5 PPK yang sermrla morolakpenghitmgm
ulang, tiba-tiba melaksnakanaD pernbukaan kotak suara dan melakukan
penghihrngansuara tidak sah pada 7 PPK sedangkan Panwas Pnkada Kabupat€dan
I-ampung Utara secara tegas menolak dan tidak menyetujui penghitungan ulang.
Saksi pasangan calon nomor ulut 2 (Dua) dan saksi pasangan calon nomor
urut 5 oirna)juga s€cam tegas menolak dilaksanakafirya penghiuDgan ulang, serta
saksi-saksi tersebut diatas meninggalkan tempatpenghitunganulang. (cd 5 PPK
rapat pleno menolak penghitungan lrlang dan rekaman video penghitungan ulang
suara tidak sah.






Bahwa dalam penghitungan ulang surat suaia teNebuq juga dilakukan oleh
pihak-pihak yang tidakmemiliki kewenangan urtukmelakukanpengtutunganulang,
antaE lain dilakrkan oleh pegawai secretaxiat KPIID l(abupaten LarnpwE Utara
dan olmum-oLnum yang 
"l,kM<epentinga[ Pengbitungan ulang suaratidak sahdilalo*an delgan cara tidak sahpula mencoblos kertas uara batal dicoblos tembus
supaya sah.
Pada tanggal l1 September 2008, Panitia Pengawas Pilkada Kabupaten
Lampung Utara M€laporkan kepada Kapolres Larnpung Utara perihal Laporan
Dugaan Tindak Pidana Pilkada. Koalisi Lampung Utara Be6atu melalui OKTA
KORPIKA melaporkan kepada Polres Lampung Utara tentang terjadinya
Pelanggaran Pilkada oleh KPUD.
Pada tanggal 14 september 2008 KPUD Kabupaten Lampung Utara
melakukan Rapat pleno rckapitulasijumlah suara pasangan calon yang kemudian
dituangkan kedalarn keputusan KIUD Kabupaien Lampung Utara Nomor 3ll
SK./K?U.LU/2008 tentang penetapan dan pengumuman hasil rekapitulasi
penghitungan suara pemilihar kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten
I-ampung Utara, dengan perincian hasil sebagai berikut:
No Nana Pasrqsan Calon B rDati/Wrkil BuDrti Junlah Srara
l S'"brul Janal BM., SE. ' Drs. Azhar Ujang Salim, MM. 13.169
2 Ba.htiar Basde, SH., MM. Slainet Hary"di, SH., M.Hun 99-421
3 DIs. Suhardi - Mardani Umar, SH. 35.981
4 SunEnto, S.Pd Edrin hdraPutr4 S.Sos. 5.271
5 Dr. Diauhari Ahmad Muiib. S.As 28.460
DIs. Zainal Abidin, MM DIs. Rohinat Aslan 100,12s
Dalam rapat pleno yang dilaksanakan oleh KPUD Kabupaten Lampung
Utara tersebut, banyak diajukan keberatan oleh pam saksi dari pasangar calon
tentang penghitungan surat suar4 tetapi sama sekali tidak mendapatkan tanggapan
dari KPUD Kabupaten Lampulg Utara, kebemtan para saksi teNebut adalah
mengenaijurnlah perolehan suara masing-masing pasang.an calon yang tidak sesuai
dengan perolehan suara yang tedapal dalam berita acara dan rekapitulasi perolehan
suara dari PPK, dan keberatan lainnya, yaitu hasil perolehan suara dari kotak
sua€ yang dihitung ulang oleh KPUD IGbupaten Lampung Utara.
Pada tanggal 1 5 September 200 8 pasangan calon nomor Urut 2 (Dua)
melalui kuasa hukumnya melayangkan permohonan keberatan terhadap
penghitungan Suara hasil pemilihan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daemh
Kabupaten Lampung Utara kepada
a) MahkarnahAgung/PengadilanTinggiTarlungKarangmelaluiPengadilan
Neged Kotaburni
b) Malkarnah Konstitusi ReDublik Indonesia.
Ekristensi Penghitursan Ulary Surat Suara ndak Sah ... (Slamet Hatlad, 135
3.2. Alalisis dan Pembahasan
3.2.1. Eksistensi Huhrm Penghitutrgan ljlarg (Pasel l03Ayat (l) hurufe)
Penghitungan ulang di dalam p€nyelenggaraan P kada dibenarkan karcna
diatur dalam UU Nomor 3 2 Tahun 2004jo Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun
2005. Pasal-pasal yang mengatur te atrg penghitungan ulang. Akan tetapi
Penghitu€an ulary suat suara tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya sebab yang
menjadi dasarp€nghitungan ulang itu sendiri. Oleh kar€na itu sangatjelas dasar dan
alasan sebagai bedkul:
Di dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 20M secarajelas pada
Pasal103:
( I ) Penghitungar ulang surat suara di TPS dilakukan apabila dari hasil penelitian
dan pemeriksaan teftukti terdapat satu atau lebih penyirnpangan sebagai berikut:
a. penghitungan ura dilakukan se.ara terhrtup;
b. pelUhihmgBn suara dilakukan di terrpat yang hrang p€nerangan cahaya;
c. saksi pasangan calo4 panitia p€ngalvas, pemantaq dan warga masyarakat
tidak dapat menyalcsikan proses penghihrngan suara s€caej elas;
d. penghitungan suara dilakukan di tenpat lain di luar tempat dan waktu yang
telah ditentukan; dao/atau
e. te! adi ketidak konsistenan dalam menenhrkan surat suara yang sah dan
surat suara yang tidak sah.
(2) Penghitungan ulang surat suaxa dilakukan pada tingkat PPS apabila terjadi
pe$edaan datajurnlah suara dari TPS.
(3) Penghitungan ulang surat suara dilakukan pada tingkat PPK apabila tedadi
perb€daan datajumlah sua!"a daxi PPS.
(4) Apabilaterjadi perbedaan datajunlah suara padatingkat KPU Kabupaten/
kota, dan KPU Provinsi, dilakukad pengecekan ulang terhadap sertifikat
rckapin asi, hasil penghitungan suarapada I (satu) tingkat di bawalmya.
Pasal 104
(1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi kerusuhan yang
mengakibalkan hasilpemnrgutan s!a'atidakdapatdigunakanataupenghituAat
suara tidak dapat dilakukan.
@ Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan
pemeriksaan Panitia Pengawas Kecamatan t€rbukti terdapat satu atau lebih
dari keadazl sebagai berikut:
a. pembukaan kotak suara dadatau berkas pemungutan dan penghitungan
suara tidak dilakukan menurut ata cara yang ditetapkan dalam peratuian
penmdang-Ndangani
b. petugas KPPS meminta pemilih memberi tanda lClusus, meratrdatangani,
alau menulis nama atau alarnatn),apada surat sua|a y'ang sudah digunakan;
c. lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada
TPS yang sama atau TPS yang be$eda;
d. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakao
oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sab dan/atau.
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e. lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaffar sebagai pemilih mendapat
kesempatan memb€rikan saara pada TPS.
Pasal 105
Penghitungan suara dan. petnungutan suara ulang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 103 dan Pasal 104 diputuskan oleh PPK dan dilaksanakan selambat-
lambah'" 7 (tujuh) hari sesudah ari pemungutan suara.
Dalam Pasal 90 PP Nomor 6 Tahun 2006
( I ) Penghitungan dang surat slara di TPS dilakukan apabila dari basil penelitian dan
pemeriksaan telbuldi terdapat satu atau lebih penyimpangan:
a. penghihrngan sua|a dilakukan secara tgrtutup;
b. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang peneraogan cabayq
c. saksi pasangan calon, panitia pengawas, pemantau, dan warga masyarakat
tidak dapat menyaksikan pros€s pengbihrngan suara secaiajelas;
d. penghitungan suara dilahrkan di ternpat lain di luar tempat dan waktu yang
t€lah ditentukan; dan/atau
e. terjadi ketidak konsisteDan dalam menenhrkan surat suara yang sah dan surat
suara yang tidak sall
(2) Penghitungan ulang surat sua!"a s€bagaimana dimaksrdpadaayat ( I).lilak"kan
pada tingkat PPS, apabila te{adi perbedaan datajumlah suara dari TPS.
(3) Penghitungan ulang surat suara sebagaimarE dimaksud pada ayat ( I ) dlakukan
pada tingkat PPK, apabila terjadi perbedaan datajumlah suara dari PPS.
(4) Apabila tedadi pe6edaan datajumlah suara pada tingkat IGIID IGbupaten /
Kot4 dan KPUD Pmvinsi dalam pefiitrlngar suara sebogainana dintaksud pada
ayat (1), dilakukan pedgecekan ulang terhadap setifikat rckapitulasi hasil
penghitungan suara pada I (satu) tingkat di bawahnya.
Pasal9l
(l) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila tedadi kerusuhao yang
nengakibatkan hasil p€mungutan suaratidak dapat digunakan alau p€nghibrngan
suara tidak dapat dilakukan-
(2) Pernungutan suara di TPS dapat diulang sebagaimana dirnaksud pada ayat ( I ),
apabila dari hasil penelitian dao pemeriksaan Panitia Pengawas Kecamatan
terbulti tedapat satu atau lebih dari keadaan:
a. pembukaan kotak suaradar/arau bed€s pemungutan dan peryhitrngpn srara
tidak dilalorkan memrnrtrata cara yang ditetapkan dalamperat ran penndang-
unaangan;
b. petugas KPPS meminta pemilih memberi tanda klusus, menandatangani,
atau menrlis nama atau alamatrya pada surat suara yang sudah digurkan;
c. lebih dari seorang pemilih menggmakan hak pilih lebih dari satrr kali, pada
TPS yang sama atau TPS yang bededa;
d. petugas KPPS merusak lebih dari satu suat suara yang sudah digunakao
oleh pemilih s€hingga surat suaxa teNebut menjadi tidak sah; dar/atau
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e. lebih dari seorang pemilih yang tidak teldaftar sebagai pernililq menrlapat
kesempatan memberikan suara pada TPS.
Pasal92
Penghitungan suara dan pemuogutan suara ulang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 90 dan Pasal 9 1 , diputuskan oleh PPK dan dilaksanakan selambat-
lambah}? 7 (tujuh) hari sesudah ari pemungutan suara.
Eksistensi Pasal 103 ayat (l ) huufe dalam kaitannya dengan penerapan
hukum oleh KPUD, penting dikemukakan analisisny4 perlu diungkap peraturan
htl&wnin abstralco yurgdijadikan dasarpelaksanaan perdhran yang benar, setelah
meninggalnyasalah satupasalgan CalonNomoru.utT (Zubaidah Hambali) rda]ah
sebagai bedkut:
a. Berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Lampung Utara
Nomor : 270/339,4(PU.KAB.LUMfl2008 tanggal 26Agustus 2008 tentang
Pemberian tanda silang pada gambar Pasangan Calon Kepala Daemh dan Calon
Wakil Kepala Daeralq secatategas menyatakanbahwa apabila pernilih masih
ada yang mencoblos tanda gambar pasangan calol nomor urut 7 (tujuh), maka
suara teNebut dianggap batal.
b. Penghitungan tlang Surat Suara, hanya boleh dilahrkan di TPS.
c. PenghitLmgan Lllang Sumt Suar4 hanyaboleh dilakrkan apabila darihasil
penelitian dan pemeriksaan terbukti terdapat satu atau lebih penyimpangan
sebagai berikut :
. Penghitungan Suara dilakukan seca.ra tefiuhlp.
. Penghihmgan Suara dilakukan ditempat yang kurang cabaya.
. Saksi Pasangan Caloq Panwas, Pemantau dar Warga Masyarakar tidak
dapat menyaksikan penghitungan suall secarajelas.
. Penghihmgan Suala dilakukan ditempat diluar tempat dan waktu yang telah
ditenhrkan. Dan / atau tedadi ketidak konsistenan dalam menentukan suam
yang sah dan tidak sah, (Pasal I 03 ayat ( 1) UU 32l2004jo Pasal 90 ayat (1)
PP Nomor 6 Tahun 2005
Bahwa menuut hukum ,"Surat Suara diayatakan sah, apabila landa
coblos HANyA terdapat pada I (satu) kntak segi etupat yang memuat sai!
pasangan calo atou dalqm salu katak segi empat yang memuqt nomor, foto,
dan nama satu pasa Ean calon otau lebih dari satu tapi nasih dalam satu
kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama satu pasaLgah calon " .
(Pasal 95 huruf b UU No.32 tahun 2004 Jo. pasal 82 hurufb PP No. 6 tahun
2O0s).
Sedangksn alasan Protes dan Permohonan Penghitungan ulang Surat
Suara Tidak Sah yang diajukan oleh GILAS dao saksi PPK dari Pasangan Calon
Nomor Urut 6 (enam), adalah coblosao yang berada pada 2 (dua) kotak segi empat
yang berbeda, yang memuat 2 (dua) pasangan caloq dan memuat 2 (dua) nomor
sefia memuat 2 (dua) foto dan memuat 2 (dua) rlama pasalgan calon yang berbeda,
yaitu pasangan calon nomor urut 6 (enafii) dan pasangan calon nomor urut 7 (tujuh).
Ol€h k renanya demi hukum, maka Su.at Suara yang dicoblos pada 2 (dua) kotak
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segi empat yang berbeda, yang memuat 2 (dua) pasargan calon, dan memuat 2
(dua) nomor serta memuat 2 (dua) foto dan memuat 2 (dua) nama pasangan calon
yang berbed4 adalah batal dan atau tidak sah.
i Bahwa menuut hlkurrL Prot€s atau Kebemtan yang dapat diajukan oleh
GILAS dan saksi PPK tersebut diatas, adalah protes / Keberatan
terhadapjalamyapenghihrngan suara di TPS oleh ppl! yaitu apabila
p€nghihmgan Suara ihrdilakukanmenyimpang daripeEturanperundang-
undangan. Dan yang diprot€s itu adalah terhadap hasil Rekapinrlasi
Penghitungan Su.at Suara dan / atau bukan terhadap keabsahan Surat
Suara. (vide pasal9T Jo. pasal98 UU No.32 tahun 2004 Jo. pasal85
ayat (3) PP No.6tahun 2005).
ii Bahwa oleh kaEDa Protes dan Pennohonan Penghitungan ulang tqhadap
Sdrat Suara yarlg diajukan oleh GI LAS dan saksi PpK dari pasangan
calon romor urut 6 (enan) tidak dilafukan di TPS dan bukan terhadap
jalannya penghitungan suara, maka demi hukum, Protes atau
Kebentan sertra Pefinohonan PenghihEgan ttlang Su|at Suara te6ebut,
adalah tidak sah karena tidak beralasan merurut hukum,
Berdasarkan analisis terhadap Pasal 103 ayat (l) hurufe di atas, maka
tidak ada alasan yang kuat Pasal 103 ayat (l) hunfe dijadikan dasarpedghitungao
suara tidak Mh t€ftadap surat suara palagi yang tidak sah yang telah masuk edalam
kotak dan dalam keadaan disegel, yang dilakrkan hanya berdasaxkan Protes dan
Permohonan dari Pasangan Calon Nomor Urut 6 (enam) dengan menggunakan
alasan te{adi k€ridakkoDsistenan di dalam pencoblosan terhadap suaia yang sah
dan tidak sah. Oleh kar€na itu pasal 103 ayat ( I ) hrrufe, eksistensinya hanya
dapat diterapkan terhadap eristiwa konkit yang terjadi di tempat dilaksanakannya
pemulgutan suam seperti di TPS ataupun di tingkat PPK. Dalam peristiwa
penghitungan oleh KPUD di Gedmg Kopti arau Gudang KPUD maka eksistensi
Pasal 103 ayat (l ) hurufe sangat l€mah danmenimbulkan aspek hukumyangtidak
baik bagi pelakanaan pilkada langsung. jujur dan demolaatis sefta berkepastian
hulqrm.
3,2.2. AspekHukum Penghitutrgrn fllang
Alasan teladi ketidak-konsistenan di dalam pencoblosan sumt suara sah
dan tidak sah sehingga dilaksaDakan penghitungan ulang didasarkan sebagairnana
Pasal 103 ayat (l) huufe Undang-rudang nomor 32 Tahun 20M yang berbunf:
(l) Penghifmganulang surat suaradi TPS dilakukan apabiladari basil pqrelitian
dan pemeriksaan terbuldi tefdapat satu atau lebih penyirparyan sebagai b€rikut:
a. Penghihrngan stiara dilakukan secara tertutup;
b. Penghinmgan dilakukad ditempat )ang kurang penerangan cahaya;
c. Saksi pasangan caloq panitia pangawas, pemantau dan warga masyarakat
tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secarajelas;
d. Penghitungan suara dilakukan di tempat lain diluar tempat dan waktu yang
telah ditentulan dan atau;
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e. Terj adi ketidak-kansistenan dalam menentukan surat suara yang sah
dan suret suara yang tidak s.1h;
Penempan Pasal 103 ayat (1) hurufe olehpenyelenggam Pilka<la (KPI iD)
dengan cara melaksanakan penghitungar ulang yang dilalrrkan di Gedung Kopti
(gudang penyimpanan kotak suara KPUD), prosedumya dilalorkan dengan cara
mengundang Panitia Pengawas Kecamatan Saksi pasangan calon dan saksi-saksi
di PPK.
Oleh karena itu bila yang dimaksud Pasal 103 ayat ( 1) e talpa ada ketentuan
hukurn yang mengahn lebih lanJuttfltang penghitunganulangiers€bu! secara huknn
dibenarkan dan sah. A}an tetapi s€bagaimana eksistensi Pasal 103 ayat ( 1) hurufe
harus di kaitkan dengan ahuan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 103 ayat
(2), ayal (3), dan ayat (4) yang bunyinya secaxa tegas adalah sebagai berikut:
Ayat (2) Penghitulgan ulang surat suara dilakrkan pada tingkat PPS apabila
terjadi perbedaan datajun ah suara daxi TPS;
Ayat (3) Penghitungan ulang surat suara dilahrkan pada tingkat PPK apabila
terjadi perbedaan datajumlah suara dari PPS; dan
Ayat (4) Apabila ted adi perbedaan datajumlah suara pada tingkat KPU
Kabupat'€n /Kota" dan KPU hopinsi dilakukan pengecekan ulang terhadap sertifikal
rckapitulasi hasil penghitungan suara pada 1 (satu) tingkat di bawabnya;
Oleh karcna itu, meneliti dan mempelajari pasal I 03 ayat (2), ayat (3 ) dan
apt (4) hukumnya sangatjelas bahwa KPU telah menyalahi tatacara penghitungan
ulang, dan KPtiD telah melanpui keweiangan penyelenggam di tingkat bawahnya
yang telah dilaksanakan seperti KPPS telah menghihmg surat suar4 dan dalam
penghitungan tidak ada yang keberatan baik dari saksi dan masyarakat tentang
adanya kesalahan di dalam pencoblosan adara surat suara sah darl tidak sah. Oleh
kaxena itu hasil Penghitungan suara dimasukkan kotak dan dikirimkan ke Panitia
Pemilihan Kecarnatan oleh Panitia Pemrmgutan surara tingkat desa,/keluahan
Bahwa di tingkat Rekapitulasi danpenghitungar suara oleh Panitia Pemilihan
Kecamatan juga dilaksanakan secara wajar tidak ada yang keberatan terhadap
hasil penghitungan surat suaxa ditingkat TPS oleh karena itu pada ganggal 6
September semua berita acaraq rekap telah diserahkan kepada KPUD.
Bahwa bila permasalalannya te{adi di tingkat KPLD, ken}ataannya KPIID
b€lum melaksanakan rekapitulasi penghitungan suara, dengan kata lain Pasal I 03
ayat (1), (2), (3), (4) tidak cocok atau tidak sesuai dengan kehendak KP{-ID
melaksanakan Penghitungan ulang di Gedung Kopti tenebut
Bahwa Terhadap Pelaksanaan penghiturgan ulang dalam Undang-wdang
Nomor 32 Tahun 2004j elas mempmyai segi hukum yang merugikan bagi pasargan
calon yang mengikuti pilkada yaitu:
1. Penghitungan ulang menyebabkan suara pasangan calon lain ada yang
berkura[g dan ada yang bertarnbah.
2. Bahwakrrenapelaksanaanpenghitrmganulangtidaksejalandenganoaksud
undang-undang, maka dalam Pasal 1 1 8 dan I I 9 UU Nomor 32 Tahun 2004
j elas memberikan ancaman terhadap KPUD atas pelaksanaan penghitungan
ulang sebagai berikutl
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Pasai I l8
(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pe$uatan yang menyebabkan
suara seorang pemilih meqjadi tidak berharga tau menyebabkan Pasangan
calon tertentu mendapat tambahan suam atau perolehan suaranya berkrang,
diancan dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bLrlan dan paling lama
I (satu) tahwrdadatau dendapaling sedikitRp. 1.000.000,00 (satujutarupiah)
dan paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluhjuta rupiah).
@ Setiap orang yang dengan sengaja merusak atau menghilangkan hasil
pemrmgutan Suara yang sudah disegel, diancam dengan pidana penjara paling
singkat 4 (empat) bulan atau paling lama 2 (dua) tahun daD/atau denda paling
sedikit Rp 2.000.000,00 (duajuta rupiah) dan palog tianyak Rp 20.000.000,00
(dua puluhjuta rupiah).
(3) Setiap orang yang karena kelalaiannya menyebabkan rusak atau hilangnya
hasil pemmgutan suara yang sudah disegel, diancam dengan pidana penjara
paling singkat I 5 (lima belas) hari dan paling lama 2 (dua) bulaa dan /atau
denda paling sedikit Rp. I 00.000,00 (seratus dbu rupiah) dan paling banyaL
Rp 1.000.000,00 (satu jutarupiah).
(4) Setiap orang yang dengan sengaja mengubah asil penghitungan suara dan'
atau berita acara daa sdtifikat hasil pengbrtuBan suara diancam dengan pidaru
penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lana 3 (tiga) tahrm darl/atau
detrda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling
banyak Rp 1.000.000.000,00 (sanr miliar rupiah).
Pasal 119
Jika tindak pidana dilahlkan dengan sengaja oleh penyelengga.ra atal:
pasangan calon, ancaman pidananya ditambah l/3 (satu pertiga) dari pidana yang
diatur dalam Pasal I 1 5, Pasal 1 16, Pasal 1 I 7, dan Pasal I 1 8.
Pasal 106
(1) Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil
kepala daemh anya dapat diajukan oleh pasangan calon kefrada Mahkarnah
Agung dalam waldu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil
pemilihan kepala daeml dan wakil kepala daerah.
(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) hanya berkenaan dengan
hasil penghitw€an suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon.
(3) Pengajuan kebeEtan kepada MabkarnahAgung sebagaimana dimakud,
pada ayat ( I ) disampaikan kepada pengadilan tinggi unnrk penilihan kepala
daerdh dan wakil kepala daerah provirsi dan kepada pengadilan egeri unnrk
pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten 4<ota.
(4) MahkamahAgmg memutus engketa hasil penghit'rgar suara s€bagaimana
dimaksud pada ayat (l) dan ayat (2) paling lambat 14 (empat belas) haxi
sejak diterimanyapermohonan keberatan oleh pengadilanNegeri,ryengadilan
Tinggi/ MahkamahAgung.
(5) Putusan Mahkamah Agung sebagairnana dimaksud pada ayat (4) bersifat
final dan mengikat.
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(6) MahkamahAgungdalamm€laksamkankewenangannyasebagaimana
dimaksud pada ayat ( I ) dapat mendelegasikan kepada Pengadilan Tinggi
unhrk memutus engketa hasil penghitrugan suala pemilihan kepala daerah
dan wakil kepala daerah kabupaten dan kota.
(7) Putusan Pengadilan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersifat
final.
Uraian di atas dapat dibandingkan dengan, Peraturan Mahkamah Agung
RI Nomor 2 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Kebemtan
Terhadap Penetapan Hasil Pilkada dan Pilwakada dari KPUD Propinsi dan KPUD
Kabupaten 4(ota yaitu:
Pasal2 ayat (5) MahkanahA$mg atau Pengadilan Tinggi memutus permohonan
kebeBtan pada tingkat pertama dan temkhir.
Pasal 3 ayat (5) Keb€ratan yang diajukan oleh Pemohon atau kuasa hukumnya
wajib menguraikan denganjelas dan dnci tentang; a. Kesalahan
dari Penghitungan suara yang dirmrumkan oleh KPUD dan hasil
suard per€hifmgan yangbeDar menurut Pemohon; b. Permintaan
untukmembatalkanhasilpenghihrngan suam yangdiumumkan
KPUD dan menetapkan hasil penghitungar suara yang benar
mellrmltPemohon-"
Pasal 4 Ayat (6) Putusan Matrkamah Agung dan Putusan Pengadilan Tinggi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3), (4) dan ayat (5)
benifat fnal dan mengikat.
Pasal 1 1 8 dan Pasal I 1 9 tru Nomor 32 Thun 2004 memiliki segi hukurn
pidana terhadap perbuata[ KPUD yang melaksanakan penghitungan ulang.
Sedangkan Pasal 106 memiliki segi hukum perdatakhusus yaitu Pengadilan dapat
memeriksa dan mengadili keputusan KflJD didalarn menyelenggarakan KPUD.
Arsip Suat notulen Rapat Penyelenggaxa pilkada (KPUD) tanggal 6
September 2008 yang menjadi dasar dikeluarkannya 2 (dua) Surat Keputusan Pleno
tanggal 6 September 2008 nonot 2701346/KPU-KAB/D(2008 Tentang Penegasar
Masalah Suat Suara yang dinyatakan SAH dar TIDAK SAH, dar nomor 270l
347 f(PU.KABLU 1D{J2008 tetrtang Penghitungan Ulang tefiadap Surat Suara yang
dinyatakan TIDAK SAH oleh KPPS. Maka pada kenyataan yang telah teqadi
adalah ketidak-konsistensian penyelenggam dalam melaksanakan pilkada.
Meneliti dan mempelajari dokunen rapatpleno dan terbentuknF keputusan
Pleno tanggal 6 September 2008 tentang Penegasan Masalah Suat Suara yang
dinyatakan Sah dan Tidak Sal! maka s€haru$ya penghitmgan ulang terkait dengan
perkara tersebut adalah penghitungan ulang terhadap ketidak-konsistensian
pencoblosan sebagaimara dimaksud dalam Pasal 95 Undang-undang Nomor 32
Tahun 2004 tersebut:
"Suara untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dinyatakan sah
apabila''
a. sumt suara ditandatangani oleh Ketua KPPS dan
b. Tanda coblos hanya terdapatpada I (satu) kotak segi empat yang
memuat satu pasangan ca.lon,atau
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c. Tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi €mpat yang
m€muat nomor, frto, daII narna pasangan calon yang t€lah ditentukan;
atau
d. tanda coblos lebih dari satq letapi masih di dalam salah sanr kotak
segi empat yang memuat foto daII nama pasangan calon, atau
e. tandacoblos terdapatpada salah satugaris kotak segiempat yang
memuat nomo4 foio dan nama pasangan calon.
Demikian pula dalam Pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahul 2005
Tentang PemililarL Pengesalan Pengangkatan, dan PembedEntian Kepala Da€rah
dan Wakil Kepala Daerah mengatur hal yang sama dengan ketentua[ Pasal 95
Undang-rmdang Nomor 32 Tahun 2004, serta kelentuao KPU hopinsi Lampung
terkait dengan surat suara sah dan tidak sah yang telah membuat Keputusan omor
2"10/370KPU LPGNI[I2008 tanggal 27 Agustus 2008; dengan kata lain in salah
konsistensi terdapat da.lam ruang lingkup pasal-IEsal dalr ket€nban te$ebut di atas.
Penyelenggara Pilkada (KPUD) mendasarkan ketidak-konsistensian
berdasaxkanpada keberatan yang disampaikan oleh surat Gerakan Koalisi lampmg
Utaxa Sejahtera (Gilas) Parpol Pengusung Calon Pasangan Nomor 6 tangal 6
September 2008, tetapi peristiwa hukumnya tidak secara jelas, di tempat
pemungutan suara mana terjadi nkonsistensi, berapa s]lral suara yang inkonsistmsi,
sehingga lasan penghitungan ulang surat suara tidak sah karena terj adi ketidak-
konsistenan di dalam pencoblosan menjadi suatu yang abstrak dan tidakjelas
kebenarannya, karena dari keenam salsi dari rnasing-masing pasangan calon hany'a
saksi Nomor Urut 6 yarg keb€ratan sedangkan saki yang lain tidak keberatan.
Sebarusnyakewerwrganuntukmelak*antindakanhukumtedebihdah ui
adapengaduandari PanitiaPengawasP kadauntukmenentukandenganberdasarkan
hasil penelitian dan pemeriksaan unh* disampaikan kepada KPU, bukannya IQUD
secara langsrmg motgambil alih atau men€rima lang$mg p€ngaduantenebuL Bahra
yang menjadi tidak logis adalah semua saksi tidak ada yang keberatal terhadap
pefiitungan yang telah dilaksanakan di tingkat TPS mauprm PPK tiba-tiba s€telah
semua mengumpulk€n berita acara rekapihiasi basil penghitrrngan suara tingkat PPK
kepada KPU, K?U melakukan bukan menyiapkan untuk rekapitulasi hasil
penghitungan di tingkat KPLID tetapijustru mengadakan penghihmgan ulang slara
tidak sah.
Dari uraian di atas, aspek hukum pelaksanaan penghihrngan ulang surat
suara tidak sah yang hanya mendasarkan pada surat Pengaduan Gilas, bukan
persoalan yuridis, melainkan sebagai upaya sistematis dan terstruld.f agar KPUD
secara politis )^rridis mendapat alasan proseduial melakukan penghihmgan ulang.
Tetapi pada intinya kepentingan politis KltlD telah menggunakan pemtrrrao hukum
in abst'akto untuk diterapkan dalam pelaksanaan penghitungan ulang.
Mernpelajari dokumen Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara
oleh PPK dari semua kecamatan bila dijumlahkaq maka berdasarkan Rekapindasi
Hasil Penghitu[gan Suara oleh 23 PPK se Iobupaten Lampung Utaxa, KPUD
mengetahui yang uggul dalam perolehan suam adalah calon poasangan nomonmrt
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2, denga.n memperoleh 99.300 suar4 dibandingkan pasangan calon Nomor Urut 6
yang memperoleh 98.793 suara.
Selain KPUD dan Tim Kampanye pasangan Nomor 2 yang mengetahui
bahwa targgal 6 September hasil perolehan sementara pilkada Larnpung Utara
sudah diketalui adalah Desk Pilkada pemda Lamprmg Utaxa dan panwas pilkada
Lampwry Utaxa bahwa Pasangan calon nomor urut 2 yang rmggul. Oleh karcna itu
dapatlah disimpulkan bahwa atufan hukum yang mengatur tentang penghitungan




Berdasarkan hasil penelitian dan pembabasarmya tentang eksisteDsi pasal
1 03 ayat ( I ) huufe dan Aspek serta beke! anya hukum dalam melihat eksistensi
hukum Pasa.l tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. KPUD telah melakukan penafsiran yang luas terhadap pasal 103 ayat (l)
humfe. Bahwa pasal tersebut dapat dilaksanakaa diluar wattu dan kmpat
peristiwa konkret yang tedadi. Sedangkan dalam penjelasan pasal 103 UU
nomor 32 cukupjelas.
2. KPLrDmeskiprmtelahsalahdalammenafsftkarpasal 103ayat(l)hurufe,
akan tetapi relasinya dengan KPUD selakuj penyeolenggara pilkad4 memiliki
kekuasaan untuk melakarukaapenghitungan ulang surat suaratidak sah sehingga
penghitunganulang tetap dilaksanakan.
3. BahwasegiHukumpelaksanaatPengtutmganulang,olehlembagapendilan
di Lampung Utara (Kepolisiar! Kejaksaa4 pengadilan) tidak cukup memiliki
pengetahuan dan pengalaman yuridis terhadap pe*ara inknnlcrao,seh\ngga
tidak ada tindakan hukum untuk menghentikar atau memprcses ecam ceDat
perkara lersebur sebagai perkara yang melaoggar easat i tg dan Rasal t it9
UU nomor 32 Tahun 2004.
4.2, Saran
Berdasarkan Kesimpulan di atas dapat dikemukakan saxan s€bami berikut:
l. Penyelenggara Pillada sebaikrya berasaldari unsur yang bererogen yairu
berasal dari Kepolisian dan Perguruan Tinggi dan Organisasi profesi agar
dapat menj amin netralitas dan tanggungjawab pelaksanaan yang obj ektif
dan demokratis.
2. Lembaga Peradilan harus menjadi sistem penegakan hukum yang
bertang$mgjawab t€rhadap elaksanaanpilkadadenganpematranun },uriaisdari tahapan-tahapan sehingga dapat melakukan analisis yang tepat erhadap
penyimpangan dan pelanggaran yang terjadi.
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